PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
A
TATA CARA PENGADAAN BARANG/J ASA DI DES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,
asal 52 ayat (6)

8
omor 20 Tahun 201
perlu menetapkan

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n
Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pengada

Barang/Jasa di Desa.

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimlzma.ngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

i Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
T
.l
\
|

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201
1t
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lerr?lralati:ﬁ

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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6. Undang-Undang Nomor (Lembaran

Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 20(114 Noirrlo
Negara Republik I[ndonesia * U
telah diubah beberapa ali dengd
Nomor 9 Tahun 72015 ten o bt 2014

Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah (Lembsag?n’l'ambaha

Indonesia Tahun 2015 Homor 5679);
Negara Republik Indonesia NomoOT ’

. Peraturan Pemerintah NomoT 43ndang NomoTr 6 Ta’hun

Peraturan Pelaksanaan Undang U e ub
2014 tentang Desa (Lembaran Negara R€P

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan an
Republik Indonesia NomoOT 55:39), sebagaimansa
diubah  beberapakali terakl’gg dengatt
P - un

emerintah Nomor 11 Tah omor 43 Tahun 0014

Kedua Ata pemerintah
s Peraturan  ndaty Undang Nomor 6

tentang Peraturan Pelaksanaarl = Dlik
Tahun 2014 tentang Desa (Lembararl Negara KRepu

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NomoT 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaral Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

10.

11.

12.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter:?i
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum DaerL;E

(Berita Negara Republik |
e publik Indonesia Tahun 2018 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri

gerl Nomor 44 Tah
;:erclitang' Kewenangan Desa (Berita Nega un 201-6
ndonesia Tahun 2016 Nomor 1037); gara Republik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuan
Republik Indonesia Tahun 201g ﬁoggjz , gl)Berita Negara




Dalam Peraturan Bupati Lebong ini yansg dima

an
1. Desa adalah desa dan desa adat atiusgtuagn masyarakatdan mengurus
selanjutnya disebut Desa, adalah K€

tuk meﬂgatur

n
memiliki batas wilayah yang berwenan = o setempat Io ) vang
urusan pemerintahan, kepentingan ma 4 /atau hak tra Kesatuarl
prakarsa masyarakat, hak asal usul, danerintahan Negara
diakui dan dihormati dalam sistem Pe™ lanjuinya
Republik Indonesia. pemerintah yang S€ -~ os

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa erintah yans be Jasa
disingkat LKPP adalah lembaga Pem daan Barang/

o Penga
mengembangkan dan merumuskan kebijakan 5

Pemerintah. - pemel'il’ltahan dan
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraall ::lem '
kepentingan masyarakat setempat dalam SIS Iai
Kesatuan Republik Indonesia. .. nama lain
, but dengan
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang gdaliz pemerintahan Desa.

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelengga ‘<ebut APBDesa
S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya diseh

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan ]_j)esa. lah
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, ada

Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk

Jangka waktu 1 (satu) tahun. o
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
APBDesa.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesga.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yan

dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,

dan rencana penarikan dana untuk kegiatan

herdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selan;
: dokumen yang memuat rincian setiap kegig

_ : encana penarikan dan
dlSedlakan! dan T . d untuk keglatan
dilaksanakan berdasarkan - kegiatan yang telah dltetakaIalng dzlk:rﬁ
APBDesa.



R R':llsyawarah Perencanaan Pembangunar
usrenbangdes adalah musyawarah anta . vang di
‘_ Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakatl ¥

Pemerintah Desa untuk menetapkan priorlt.as: progt
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanal ©
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Dese

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten: dimilik

Kewenangan Desa adalah kewenangan ¥ ang

kewen_angan berdasarkan hak asal-usul, keweflan Pemenntah

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemermtah’kewenaﬂgan

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta K sl

ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah vamat{lra

Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pt

undangan.

15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa
tugas dan kewajiban untuk menyelenggar akan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Peme

16. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut AU -5

14,

ra mah tangga

. rah.
nntaha]?:ﬁ serangkat Desa

17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasl adalah per
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yals menjalan
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

18. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya
membantu Kasi/Kaur dalam melaksan

barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tid
oleh Kasi/Kaur.

19. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa
sekitar lainnya.

20. Penyedia Barang/Jasa vyang selanjutnya disebut Penyedia adalah
badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.

21. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan
cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa
permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

22. Permintaan Penawaran  adalah  metode Pengadaan dengan
membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis
paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.

23. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.

24. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri
oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

25. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingk
at
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui g APIP
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

26. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan

peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan :
Barang/Jasa di Desa. S teknis Pengadaan

disingkat TPK adalah tim yang
akan keglatan pengadaa_l}
ak dapat dilakukan sendirl

audit, reviu,
lain terhadap

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati inj adalah untuk memberikan

pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan

dibiayai dengan dana APB Desa. Pengadaan yarng




Pasal 3 pengadaa’

Tujuan diberlak at an !
: tkukannya Peraturan Bupat gesual
d"f‘kl}kﬂn sesuai dcnggn tata kelola yang baik d

pPrnsip Pengadaan.

BAB III t
TATA NILAI PENGADAAN |

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagal ben:;:l éan menggunakan

a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dex s dan
dan daya yang minimum untuk mencapal kualita ang 1€
waktu yang ditetapkan atau menggunakarn daqa 4 ang 1l
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas ¥

b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan
yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang S

C. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mer;%:at dan Penyedid
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyar
yang berminat: " Jasa

d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semud PenYedlie?ea;?Sagr/l dan
yang énemenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan
prosedur yang jelas: o A4 |

€. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan SEbeali?;
wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk  dapat  mmene

pembangunan desanya:
2 h masyarakat dalam

f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja ole

pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, | |
g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalul persaingan yang sehat

di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi
persyaratan,;

h. adil, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon Penyedia
dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu;

dan
o 1. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait

“'vg dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika
sebagai berikut :

méncapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan:

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menja . ‘
: ’ ) ga kerah an :
vang menurut sifatnya harus dirahasiakan unatsljllli rﬁ]efgz?gam

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung Maupun tidak langsung yang

d. menerima dan bertanggung jawab atas se
sesuai dengan kesepakatan tertulis pihﬁayﬁzligﬁ‘y ang
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentan .Y
yang terkait, baik secara langsung Maupun tidagk san e
berakibat persaingan usaha tidak sehat dala
f. menghindari dan mencegah pemborosan

ditetapkan

pentingan pihak
langsung, yang
am Pengadaan:

dan kebocoran keuangan desa;



%\

; narn
B- glenghmdari dan mencegah penyalahgunaan wewse
an

- tidak menerima, tidak menawarkan, atau tida< ™ o dengan
atau menerima hadiah, imbalan, komisl, rabat, ¢ duga perkaitan d¢

kepada siapapun yang diketahui atau
Pengadaan, |

BAB IV AAN
RUANG LINGKUP PENGAD

Pasal 6

Pasal 7

- la

t melalu Swakelo
araka yang ada di Desa
at dengan

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masy
dengan memaksimalkan pemaanfaatan sumber flaYB: Ak
secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasl masyat
tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan il
setempat. k

(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola makxa

Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun
seluruhnya.

asyarakat

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk :
a. mendukung Swakelola; atau

b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB V
PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari :

a. Kepala Desa;
b. Kasi/ Kaur;

c. TPK;
d. Masyarakat; dan
e. Penyedia

Bagian Kedua
Kepala Desg

Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah :
a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;




RKP Desd
b. mengumu ja di dalam
mkan Peren adaan Yané e rjalan; dan
seb . * canaan Pengadas aran berl 1
SHIEE dimulainya proses Pengadaan pada tahuf agffgan TPK, dalam ne

c' m y v )
tee_n}d?h:saﬂ(an perselisihan antara Kasi/Kaur
rjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi/ Kepala Urusanl

Pasal 11
F . | | tug
Eé; I’I\‘am/[(aur‘ mengelola PEﬂgadaan untuk kegiatan gesual bidang
auglans Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaarn.
- menetapkan dokumen persiapan Pengadaarn, |
b. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepadi ’I;IS(, ai yane
c. melakukan Pengadaan sesuai dengal ambang P&

ditetapkan Musrenbangdes;

d. menandatap.gani bukti transaksi Pengadaan;
?. mengendalikan pelaksanaan Pengadaarn;
. menerima hasil Pengadaan; da
g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepa
Kepala Desa; dan - '
sual bidang tugasnya

h. Lneny;rahkan hasil Pengadaan pada kegiatan :fl
epada Kepala Desa dengan berita acara enyeranail. :
> : - tau menandatangatll

(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian &

surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggararl
anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

| (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

(1) TPK terdiri dar1 unsur :

" a. Perangkat Desa;
A b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

(2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.

(3) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, personil T
ditambah sepanjang berjumlah gasal. ¥ L TPK dapat

(4) Organisasl TPK terdiri atas .

d
! c. Masyarakat.
{

a. Kketua,
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah :
a. melaksanakan Swakelola;
b. menyusun dokumen Lelang;
c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui

Penyedia,
d. memilih dan menetapkan Penyedia,
e memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan .
f mengumumkan hasil kegiatan dari Pe%lgadaarll{ epada Kasi/Kaur; dan
(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksaﬁ
L . 1
ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan daa.lingnasec?tz. ?‘;ﬁk ;lac:];
mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruki?
(7) TPK dapat diberikan honor sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh
ribu rupiah) dari nilai kegiatan yang dilaksanakan

L T P




/ Bagian Kelima

" berikutr
Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sEbags”
terbatas pada :

a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan la
b. Berperan aktif dalam pengawasarn terhadap P®

Bagian Keenam
PenYEdiﬂ

Pasal 14

|
1
:
.
g
!
i
|

dan sejenisnya; dan fasilitas lain
b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan

yang diperlukan dalam Pengadaan; ' ‘asa yang
C. memiliki  kemampuan  untuk menyediakan barang/}

dibutuhkan; dan nyediakan tenaga ahlh

. : ampu me :
d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, m plaksanaaﬂ pekerjaan.

dan/atau peralatan yang diperlukan dalam p€

l oo v
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Pasal 15
(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusgnax:l RKP Desa.
(2) Perencanaan Pengadaan sesual dengan RKP Desa meliputi :
a. jenis kegiatan;
b. lokasi;
c. volume;
d. biaya;
e, sasaran,
f waktu pelaksanaan kegiatan;

o, pelaksana kegiatan anggaran;

h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan

i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.

J (3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
; dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat
.;' penyusunan RKP Desa.

(4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam peényusunan Rencana
Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa

r Pasal 16

(1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa
diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informgs; yang mudah diakses
oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

(2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat :
a. nama Kegiatan;

b. nilai Pengadaan,
c. jenis Pengadaan;



kehlaran/ Output (terdiri dari volume dar satuan);

d.
€. nama TPK,
f. lOkaSi; dan
8- Wwaktu Pelaksanaan.
BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan sec#

Pasal 17

(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapa
berc_lasarkan DPA yang terdiri dar :
a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan,
c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

o e. RAB Pengadaan. ijsusun
=~ (2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ay at (;}{hlull;-l fed
oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan SWaxc e = Pengadaan
(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan
melalui Swakelola berupa :
a. gambar rencana kerja;
b. jadwal pelaksanaan kegiatan,
c. spesifikasi teknis;
d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuarn, dan
e. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralgtgn.
(4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan yang dihitung
dengan menggunakan harga pasar.
(5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga
pasar di Desa setempat.
(6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya,
apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
e~ (7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA,
o sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan
dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada
DPA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA
yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat
dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

(9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk d;
Pengadaan melalui Swakelola. dilakukan

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 18

(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Penga
berdasarkan DPA yang terdiri dari : gadaan secara Swakelola

a. Waktu pelaksanaan pekerjaan;
b. Gambar rencana kerja (apabila diperlukan):



kasi teknt

C. Kerangk; i (AWK 1
Bka Acuan Kerjn (KAK)/ ’*""“'r,(.,-mmm):

daftar kuantitas dan harga (apabila ]

g' {,“nrﬂ“ Perkiraan Sendiri (HPD); dan < otapkan O]C}'{

- Ancangan surat perjanfian. (} huruf d ditets melalu
(2) l!]’S‘I sjcbngaimana (lilnﬂk‘Bl](] p(ldﬂ nyﬂt ( !q[aﬂ pcngﬂdﬂan

';ﬂﬂl/l\(?\ur menjelang  dilaksanakannyd KEREE - tang harga

Penyedia dengan merujuk pada harga pasar: i informasi tern enjelang
(3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencat lainnya, 0

hus : , ekitar
barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa

5 . : innya,
drllal.(sanakannya pemilihan Penyedia. i Desa sekitar la
(4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa setempat. Condis
__ Apabila barang/ jasa yang dibutuhkan tidak ada emperhatikan
(9) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan 1alah

sebagai berikut -

- ka

a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, M4 .

harga yang ditawarkan Penyedia tersebut. edia, maka hargs pas
b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Peny |

adalah :

1) Harga yang paling banyak ditemukan; atau 5 sebagaimana

2) Harga yang paling rendah jika tidak ada nare

dimaksud pada angka 1). dihitung dengan cara:

(6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang
a. Menggunakan harga pasar sebagaimana C_hm 4
b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3nd_ 1akan tersebut
c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang did Kut)

harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya anAg .an'ang

(7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB' pada DPA, S€p d-‘]a ¥y
tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan p
dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada. DPA yang
melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat
dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.

(9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut e
digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat
menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.

(10)Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

aksud pada ayat (3);

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 19

(1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persia

disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pa
atau ayat (2).

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di |
a. TPK; atau 1) dilaksanakan oleh :

(3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan

catatan hasil pembahasan.



,r' _ sl
5 b. Apabilg diperlukan, TPK menentukan nara

7 dengan ketentuan sebagai berikut :
Vs 1) Narasumber dapat berasal darl
/ Organisasi perangkat daerah
profesional; dan/atau
2) Tenagg kerja diutamakan berasal
C. TPK  menyusun laporan hasil
dokumentas; kegiatan. |
d. Dalam melaksanakan kegiatan swakelo’,

: artl
Sarana/prasarana/peralatan/material/bahan Y

Desa. TPK ~ mem

(4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola,

Sarana/prasarana/peralatan /material/bahan

Desa. garand

(5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola meﬂ{bfltul}ka;]sai Desa

peralatan /material /bahan yang tidak dimiliki / .dlku _
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa I‘Hdaluan pelaksana

(6) Kasi/Kaur melaksanaan tugas pengenda]i
Swakelola meliputi -

a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau alatan
’ ana er
b. Penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prdaRr /P

n material/ bahan. evaluasi
(7) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan

Swakelola.
(8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat u(i):
ditemukan  ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TF'I_( url

melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaarn. ot
(9) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalul
media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-
kurangnya pada papan pengumuman Desa.
(10) Untuk  pekerjaan  konstruksi selain diumumkan pada papan
pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadannya dilakukan di lokasi

pekerjaan.
(11) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:

a. Nama Kegiatan;

dari masyar
pelaksaﬂ aarl

~ b. Nilai Pengadaan:
e c. Keluaran/ Output (terdiri dari volume dan satuan);
d. Nama TPK;

e. Lokasi; dan
f. Waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua
Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 20

(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan carg -
a. Pembelian Langsung; '
b. Permintaan Penawaran; dan

c. Lelang.



a

b. Daftar Kuantitas dan Harga;

C. Spesifikasi teknis;

d. Gambar rencana kerja (apabila diPeI'IURan);

€. Waktu pelaksanaan pekerjaan;

f. Persyaratan administrasi;

ﬁ. Eﬁnpantgalan surat perjanjian; dan da

: al total HPS. ; s

f (9) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagalma’™ dmaent ¥
ayat (4) huruf g beru ataan kebenarat | S

(6) Khusus untukgPenga%iZEr:;pii?iendaraan bermotor, g?nse;’ilgaakto
P&‘ngadaan dengan metode Lelang, persyaratan administs
1zin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)‘

Paragraf 1
Pembelian Langsung

i

Pasal 21
(1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampal dengan
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). | L
(2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai ber}kut.

a. Kasi/ Kaur/ TPK membeli barang/ jasa kepada satu Penyedla;:
b. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk

memperoleh harga yang lebih murah; dan
c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama

Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat
dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
1o R anggaran berturut-turut.
B (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan
Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
(5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan
barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung
kepada Penyedia yang sama.

R .:n—:f!:-_-.l..‘. L "-ﬁ'l

Paragraf 2
Permintaan Penawaran

| Pasal 22

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pen
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
(2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua‘)
Penyedia;
b.Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia,

Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia
tersebut;

gadaan sampai dengan
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> Gambar rencana kerja (apabila diperlukan)
) waktu pelaksanaan pekerjaan); dan

7) formulir Surat pernyataan kebenaran usaha. dimaksud

d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimans " surat
dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) dan hargd diserts
P€rnyataan kebenaran usaha:

€. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia,

f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila meme
teknis dan harga;

g Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satw,
menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terer
pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;

h.Dalam hal ada lebih dari 1 (sagu) Finy&dia menawar dengar d:r?r agﬁ
yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar -menawar =

setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
I i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan

negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga

; yang lebih murah; |

J. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dlma_ksgd -pada
huruf f dan huruf g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiast;

k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat
perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran
dengan Penyedia; dan

. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia,

Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia
tersebut.

nuhi persyaratan

Paragraf 3
Lelang

Pasal 23

] (1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp.200.000.000,00 (dua
2 ratus juta rupiah).

: (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut

Pengumuman Lelang;

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

Pemasukan Dokumen Penawaran;

Evaluasi penawaran,

Negosiasi; dan

f. Penetapan pemenang.

(3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimang dimaksud
huruf a dilakukan dengan cara :

-

N

pada ayat (2)

penawaran tertulis; dan
b. Pengumuman dilakukan melalui medig informasi

oleh masyarakat, sekurang-kurangnya dj

Pengumuman Pengadaan sekurang-kurg

1) Nama paket pekerjaan;

2) nama TPK;

yang mudah diakses

Papan pengumuman desa.
ngnya berisi :



e

~

o 3) lokasi pekerjaan;
p 4) ruang lingkup pekerjaan:
5) nilai total HPS:

0) j:angka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
7) Jadwal proses Lelang.

c. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK uti
mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk meng
Lelang. -

(4) Mekanisme pendafataran dan pengambilan Dokumen Lelang sebag

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan Jaftar.
b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang met dimaksud

(5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimans ampaikan
pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan meny enawaran
penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta P
teknis dan harga kepada TPK.

(6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat |
dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumern &
serta penawaran teknis dan harga. - an

N (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut € dilalaus
dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut :
a. Apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, makaB ;Ié
melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam
Acara Hasil Negosiasi; atau
b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar
dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasl (tawa}' )
menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih
murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
(8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran
terendah.

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur
sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

2) huruf d
dministrasl

Paragraf 4
j Pengendalian

Pasal 24

(1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian
tercantum dalam bukti transaksi.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam
transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penye
perbaikan target dan realisasi pelaksanaan peker;

(3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapaj t .
Kasi/Kaur dapar memberi sanksi kepada? Pen;;gjie; gea];g a? etapkan maka
dalam bukti transaksi. saimana tercantum

pelaksanaan pekerjaan yang

pelaksaan dengan bukti

dia untuk melaksanakan
aan.,

Bagian Ketiga
Bukti Transaksi

Pasal 25

(1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri darj -
a. Bukti pembelian; dan

b. Surat perjanjian.




-—

gukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat

2
a berupa setruk, nota dan kuitansi.

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan
untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan

Penawararn.

Bagian Keempat
Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 26

(1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal :

a. terjadi keadaan kahar; atau
b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan padia saat
pelaksanaan dengan gambar dan/ atau spesifikasl teknis/ KA_K
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama Penyedia

melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan :
a. Spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan,

b. Volume; dan/atau
c. Jadwal pelaksanaan.

(3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memer
Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanji
penyesuaian dokumen anggararn.

(4) Penyesuaian dokumen anggaran S€
berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan

pengelolaan keuangan desa.
(5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

pada saat pelaksanaan

lukan perubahan anggarat,
an setelah dilakukan

bagaimana dimaksud pada ayat (3)
terkait

Bagian Kelima
Pengumuman

Pasal 27

(1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-

kurangnya pada papan pengumuman Desa.
(2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penvedia

dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:

a. Nama Kegiatan,

b. Nama Penyedia,

c. Nilai Pengadaan;

d. Keluaran/ Output (terdiri dari volume dan satuan)

e. Lokasi; dan

f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai)

BAB IX
PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 28

(1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia
Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan per?anjian? ’




di?ﬁ:ﬁ;ﬁ:aan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/
pe

Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.

dipenuhu. |
(2) Ké)adaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
meliputi
a. Bencana alam,;
b. Bencana sosial; dan/atau
c. Kebakaran. | heritahnkan
N\ (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa mem than
~ tentang terjadinya keadaan kahar kepada T PK secara tertulis dalam w
paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaap kahar, dengalﬁ
menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan ole
pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. |
(4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh_
perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori
keadaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya
keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan

kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat
Perjanjian Kerja.

BAB XI
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

(1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian
Kerja apabila :

rjaan akibat kesalahan :
Barang/Jasa sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalen der- é’::yedm

b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera dal
e . am
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiann melaksanakan

(2) Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti mel - : :
Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsy akukan Korupsi Kolusi

yang diputuskan oleh instansi yang berwenang,

BAB XII
SANKSI




TPK atau pihak lain yang
baik langsung maupurn
berentangan dengan
dalam Dokumen Perjanjian

Kerja, dan/ atau

aku, |
b tli:;:«gakukau'1 persekongkolan dengan penyedia baran

n

tur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan P;ng;iiiil

gg:aggg/dasa, sehingga mengurangi/ rnfe1'1ghambatt,tal’lmfn efugikan
dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/a

orang lain; |
Membuat dan/atau menyampaikan ‘
yang tidak benar untuk memenuhi

Barang/Jasa, o |
d. Mengugr{durkan diri dari pelaksanaan Perjanjan Kerja der}(gizi{l aglaasaarz
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau U P

diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau | -
e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesual dengan Surat Perjamnjian

Kerja. | | |
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

a. Sanksi administratif, berupa peringatan/ teguran tertulis;
b. Gugatan secara perdata; dan/atau
c. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan hurut c,
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan
Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon
pemenang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:

a. Sanksi administrasi;
b. Tuntutan ganti rugi; dan/atau
c. Sanksi pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa
teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan /atau
kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi /Kaur/TPK dalam
proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai
Kasi/Kaur/TPK.

(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g/ Jasa lain untuk

dokumen dan/atau keterangan lain

. persyaratan Pengadaan

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara pihak dalam Pengadaan, para pihak

terlebih dahulu menyelesaikan perselisi ;
antuk mufakat. y perselisihan tersebut melalui musyawarah




BAB XIV
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 33

(1) TPK melaporkan kepada Kast /Kaur, meliputi :

o Kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

| % (seratus persen).
h. Pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 10070 i B
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertal dengan dokumen

pendukungnya. | |

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan : | | —_—
o Melalui Swakelola dari TPK dengan menandatanganl Berita Acara S€r

Terima (BAST); atau |

b. Melalui Penyedia dengan menandatangarni B{\ST. |

(4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan darl l?engadaan sesuai dengan
bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.

(5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah

dilaksanakan.
(6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pengawasarl.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Pasal 34

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang
membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanaan pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), organisasi perangkat daerah yang membidangl urusan
Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di kabupaten setempat.

(3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan
Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi

kepada LKPP.

i Pasal 35

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh : :
dengan peraturan perundang-undangan., enh Bupati sesuai

-?
, (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1
;r tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui AgIP 1) yang memerlukan
| .

I- Pasal 36

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam perat e
tanah untuk keperluan Desa. ) uran ini tidak termasuk pengadaan



BAB XVII
PENUTUP

Pasal 38

pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
0017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 39

i Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubet
pada tanggal 10 Maret 2020

-7/ BUPATI LEBONG, ]

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

SENERINTAR KABUPATEN LEBONG

BAGIAN HUKUM
i)

PENELAAR PARDUK HUXUM
KABUPATEN LEBONG
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